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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada

penelitian hukum ini, yaitu :

1. Proses penyidikan terhadap Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam
penelitian ini adalah lbnu Subianto yang dilakukan oleh Polda DIY
dilakukan sesuai dengan prosedur dari Undang-Undang, yakni sebelum
melakukan proses penyidikan Kepolisian mengajukan surat pengajuan ijin
pemanggilan, pemeriksaan, maupun penyidikan kepada Presiden melalui
Kapolri. Surat pengajuan ijin tersebut akan dipaparkan oleh pihak
kepolisian yang dihadiri oleh Sekretaris Negara, dari pihak KPK, Jaksa
Agung, Polisi Juri, BPKP dan PPATK, setelah itu barulah dapat
diputuskan apakah pihak kepolisian dapat melakukan pemanggilan,
pemeriksaan, maupun penyidikan. Permohonan ijin yang diajukan oleh
kepolisian tersebut baru dikabulkan 3 bulan sejak surat permohonan itu
diajukan karena surat permohonan itu sempat berhenti 1 bulan di
Bareskrim. Hal tersebutlah yang menjadi kendala kepolisian dalam
melakukan penyidikan. Sedangkan proses penyidikan terhadap Ibnu

Subianto itu sendiri selesai dalam waktu kurang lebih 1 tahun.
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2. Dalam proses penyidikan ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan KPK
dan Kejaksaan yakni yang berwenang melakukan pemeriksaan dan
penyidikan pertama adalah Kepolisian, hal ini berdasarkan Mou (nota
kesepahaman) antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan, selain itu juga
berdasarkan surat perintah, tanggal surat perintah, laporan masuk, locus
delicti. Penyidikan dalam penelitian ini dilakukan oleh dua instansi yaitu
BPKP Perwakilan Provinsi DIY (Badan Pemeriksaan Keuangan dan
Pembangunan) dan Audit Investigasi (unit Tipidkor Polda DIY). BPKP
(Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) merupakan auditor dari
pemerintah. Lembaga BPKP melakukan pemeriksaan terhadap masalah
keuangan sedangkan audit investigasi melakukan pemeriksaan terhadap
penyidikannya atau masalah perbuatannya. Proses audit investigasi
dilakukan dua kali karena setelah audit investigasi yang pertama dan
berdasarkan dari laporan kepolisian yang ditingkatkan ditemukan
penambahan kerugian. Sedangkan KPK dalam kasus ini hanya bertindak
sebagai supervisi. Kejaksaan dalam kasus ini tidak melakukan penyidikan
tetapi hanya bertindak sebagai penuntut umum (menerima berkas perkara

dari kepolisian).

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya bertindak sebagai supervisi

tetapi juga perlu melakukan pemeriksaan/ penyidikan terhadap pejabat
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pemerintah daerah mengingat pejabat pemerintah daerah adalah badan
eksekutif daerah, hal ini untuk menghindari adanya hasil pemeriksaan

yang tidak obyektif dari kepolisian.

. Pihak kepolisian dan BPKP dalam melakukan pemeriksaan/ penyidikan
ternadap masalah keuangan dan perbuatan yang merugikan keuangan
negara hendaknya lebih teliti karena dari hasil setelah audit investigasi

pertama masih ditemukan penambahan kerugian negara.
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